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DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang
pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 94
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintahan Daerah, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah
ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan
retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1
Tahun 2022; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34
Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan
penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan
kemudahan dalam berusaha. Kewenangan pungutan Opsen Pajak antara level
pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen
atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal
tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak,
karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian
atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut
pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu,
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru
diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan
pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang
lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.
Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan
Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi
diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi.
disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.
Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah
Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya
pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan
untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang
menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 4 Januari 2024.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perda No.17 Tahun 2011; Perda No.21
Tahun 2011; Perda No.6 Tahun 2014; Perda No.10 Tahun 2015; Perda No.11 Tahun 2019;
Perda No.22 Tahun 2011; Perda No. 4 Tahun 2017; Perda No.10 Tahun 2019; Perda No.23
Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2017; Perda No.12 Tahun 2019; Perda No.24 Tahun 2011;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

- Penjelasan : 85 him.
- Lampiran : 35 him.



